Anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir masih minim.
19 Agustus 2015

JAKARTA - Pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan masyarakat maritim. Hal ini
melihat alokasi anggaran untuk kelompok bidang kemaritiman dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 lebih besar porsinya untuk infrastruktur, bukan
kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

Dalam RAPBN 2016, total alokasi anggaran bagi kementerian di bawah koordinator bidang
kemaritiman direncanakan senilai Rp 80,7 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp 12,4 triliun atau
13,3 persen dibandingkan APBN Perubahan (APBN-P) 2015 senilai Rp 93,16 triliun.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman mendapatkan alokasi anggaran Rp 120 miliar
pada 2015 dan pada 2016 menjadi Rp 250 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) naik Rp 5 triliun dari APBN-P 2015 senilai Rp 10 triliun menjadi Rp
15 triliun dalam RAPBN 2016.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk
meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Artinya, belanja infrastruktur ditingkatkan
untuk memperkuat konektivitas nasional guna mendukung sektor kemaritiman dan kelautan menuju
tercapainya kedaulatan pangan, energi, ketenagalistrikan, dan peningkatan industri pariwisata.

Sekitar 62 persen dari total alokasi anggaran Rp 80,7 triliun difokuskan untuk infrastuktur dan
sisanya untuk lain-lain. Namun, tidak ada program konkret untuk menyejahterakan masyarakat
maritim dan perikanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim
mengatakan, anggaran yang dikelola KKP seharusnya difokuskan bukan di pembangunan
infrastruktur, melainkan lebih kepada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Tanah Air.

“Kenaikan Rp 5 triliun pada KKP (dalam RAPBN 2016) banyak digunakan untuk mendorong
infrastruktur kelautan, tetapi belum menyentuh pemberdayaan masyarakat nelayan dan maritim,”
ujar Abdul, Selasa (18/8).

Menurut Abdul Halim, RAPBN 2016 disusun guna menunjang pelaksanaan konsep Poros Maritim.
Akan tetapi, hal itu kontradiktif, antara lain diindikasikan dengan anggaran KKP yang pada akhir
tahun selalu minus dalam penyerapan anggaran.

Hal itu, ia menambahkan, disebabkan beragam faktor, seperti ada kekhawatiran pejabat di daerah
menggunakan anggaran karena takut tersangkut kasus hukum, sosialisasi program yang sifatnya
mepet, tender hingga pengadaan barang/jasa membutuhkan waktu, serta kemampuan birokrasi
daerah. “Mesin birokrasi di daerah justru tidak kreatif dalam menyusun mata anggaran di daerah,”
katanya.

Ia menyampaikan, pemerintah seharusnya lebih fokus, tidak hanya pada infrastruktur perhubungan,
tetapi juga kepada program yang benar-benar menyentuh masyarakat nelayan dan pemberdayaan
masyarakat maritim. Selain itu, DPR perlu lebih jeli membuat tanggapan dalam pembahasan dan
penetapan APBN 2016 agar sesuai amanat konstitusional untuk kesejahteraan rakyat.

Apalagi, pemerintah dinilai telah menegaskan penjabaran konsep Nawacita. Salah satu tujuannya
mewujudkan kemandirian ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berkali-kali menyampaikan akan menjalankan program-program



yang terkait konsep Poros Maritim Dunia.

Peneliti bidang sosial perkumpulan Prakarsa, Ahmad Maftuchan menyampaikan, pemerintah perlu
mempertimbangkan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah tidak boleh
hanya berencana membangun tol laut, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Infrastruktur dasar yang
dimaksud, seperti pembangunan jalan umum, jembatan, dan penyediaan listrik.

Ia mencontohkan, jika di suatu desa ada rumah sakit dengam fasilitas yang lengkap dan canggih
namun listriknya tidak memadai, alat-alat canggih itu tidak bisa digunakan secara maksimal.

Menurutnya, pembangunan jalan umum perlu diprioritaskan oleh Presiden Jokowi. Jadi, siapa pun
dapat menikmatinya, tidak hanya dinikmati orang yang punya uang. “Jangan sampai gencarnya
pembangunan jalan tol menjadi alasan pemerintah untuk tidak memperbaiki jalan nontol,” katanya.
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